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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencatatan Perkawinan beda 
agama dalam tinjauan administrasi keadilan menurut SEMA No. 2 Tahun 2023. Metode penelitian yang 
digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan 
studi dokumen, yaitu mengkaji dokumen-dokumen penting seperti peraturan perundang- undangan, 
putusan atau penetapan pengadilan, teori hukum, doktrin, atau pendapat para ahli hukum. Penelitian 
yuridis normatif dilakukan di berbagai perpustakaan dan melalui media internet. Data sekunder yang 
digunakan diperoleh dari buku dan jurnal dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder. 
Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil peneltian yaitu UU Perkawinan 
tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai perkawinan beda agama, dan  pencatatan perkawinan 
beda agama dalam tinjauan administrasi keadilan dianggap tidak adil dikarenakan beberapa aspek 
yang mendukung hal tersebut. 
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PENDAHULUAN 
Perkawinan telah menjadi tradisi dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dan 

dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama dari masyarakat yang 
bersangkutan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Selanjutnya UU Perkawinan ), yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 
2016). Dengan demikian perkawinan merupakan usaha laki laki dan perempuan untuk 
mempertahankan keturunan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum 
yang berlaku. Indonesia merupakan negara yang majemuk yang kaya akan keberagaman 
seperti keberagaman suku agama ras dan budaya di berbagai daerah, secara sah Indonesia 
memiliki enam agama antaranya Hindu, Budha, Islam, Kristen Proetestan, Kristen Khatolik, 
dan Khong Hu Chu Oleh karena itu perkawinan beda agama bisa saja terjadi dikalangan 
masyarakat Indonesia. Menurut Sumber data dari Indonesian Conference on Religion and 
Peace atau ICRP Perkawinan beda agama di indoneisa dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan. ICRP berperan ikut aktif dalam upaya memperjuangkan HAM dan kebebasan 
beragama dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Hingga 31 desember 2022, tercatat 
sebanyak 1.566 pasangan yang berhasil melangsungkan perkawinan beda agama melalui 
program tersebut (Aslami et al., 2023). 

Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran terkait 
perkawinan beda agama SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam 
mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama 
dan Kepercayaan. SEMA ini lahir dikarenakan ada desakan dari banyak kalangan yang 
menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh Pengadilan 
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Negeri (PN). Penetapan hakim pengadilan itu dianggap mereduksi hukum perkawinan yang 
berlaku di Indonesia. Surat edaran ini memberikan petunjuk kepada hakim untuk tidak 
mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Sehingga 
memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum (Kharisma, 2023). Tentu dengan 
terbitnya SEMA itu diharapkan akan mengakhiri polemik pengesahan pencatatan perkawinan 
berbeda agama dan kepercayaan melalui pengadilan. Namun menurut siaran pers SETARA 
Institute, 20 Juli 2023, SEMA No 2 Tahun 2023 dianggap tidak sesuai dengan kebhinekaan 
Indonesia dan bangunan negara Pancasila. Keberagamaan yang menjadi identitas warga 
negara, seharusnya semakin mendorong perangkat penyelenggaraan negara untuk 
memberikan pemenuhan hak yang lebih baik bagi seluruh warga negara dengan identitas yang 
beragam tersebut termasuk agama. Terlebih lagi dalam sila kelima pancasila juga terdapat 
asas asas keadilan yang dimana disebutkan bahwa setiap rakyat indonesia berhak menerima 
keadilan sosial yang sama. 
 
METODE PENELITIAN 

Pe.ne.litian ini me.nggunakan je.nis pe.ne.litian yuridis normatif. Pe.ne.litian yuridis 
normatif adalah  pe.ne.litian hukum yang me.ngkaji norma hukum positifse.bagai obye.k 
kajiannya ( Muhaimin, 2020).  Pe.ne.litian yuridis normatif, juga dike.nal se.bagai pe.ne.litian 
hukum dogmatik, adalah je.nis pe.ne.litian yang me.nye.lidiki, me.mpe.rtahankan, dan 
me.nge.mbangkan struktur hukum positif yang didasarkan pada pre.mis logika. Pe.ne.litian 
yuridis normatif dilakukan di be.rbagai pe.rpustakaan, te.rmasuk pe.rpustakaan pribadi, 
pe.rguruan tinggi, instansi, umum, pe.me.rintah, dan swasta. Pe.rpustakaan yang digunakan 
se.bagai lokasi pe.ne.litian ini adalah Pe.rpustakaan Unive.rsitas Ne.ge.ri Me.dan. Se.lain itu, 
pe.ne.lusuran dapat dilakukan me.lalui me.dia inte.rne.t. Teknik pengupulan data dilakukan 
dengan me.nggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum prime.r, bahan hukum se.kunde.r, 
dan bahan hukum te.rsie.r. Dalam pe.ne.litian ini, me.tode. analisis kualitatif digunakan untuk 
me.lakukan analisis, bahan hukum yang te.lah dipe.lajari diinte.rpre.tasikan, atau ditafsirkan. 
Tujuan dari me.tode. inte.rpre.tasi atau penafsiran  ini adalah untuk me.ne.ntukan apakah ada 
ke.kosongan, antinomi, atau norma hukum yang kabur dalam bahan hukum yang digunakan 
dalam penelitian tersebut. 
 

HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 
Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang- Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pe.rkawinan adalah ikatan lahir batin antara se.orang pria dan se.orang wanita se.bagai 
suami istri de.ngan tujuan me.mbe.ntuk ke.luarga yang bahagia dan ke.kal. Pe.rkawinan juga 
me.rupakan ikatan re.smi antara dua orang yang disahkan se.cara hukum dan agama se.bagai 
pasangan suami istri (Musyafah, 2020). Fe.nome.na pe.rkawinan be.da agama  me.njadi salah 
satu pe.rmasalahan hukum yang be.rke.panjangan tanpa dite.mukannya solusi yang je.las dan 
tuntas. Indone.sia te.lah me.miliki UU Pe.rkawinan yang dijadikan dasar hukum dalam 
me.nangani kasus pe.rkawinan. Pe.rsoalan yang te.rcantum dalam UU Pe.rkawinan adalah 
me.nge.nai dasar-dasar me.lakukan pe.rnikahan di Indone.sia se.cara sah me.nurut ne.gara. 
Namun dalam pe.laksanaan Undang-Undang Pe.rkawinan te.rse.but masih te.rdapat suatu 
ke.kurangan yaitu tidak me.ngatur se.cara je.las me.nge.nai pe.raturan pe.rnikahan be.rbe.da 
ke.yakinan. Dalam Undang-Undang pe.rkawinan hanya me.ngatur dasar pe.rkawinan yaitu pada 
Pasal 2 ayat (1) Pe.rkawinan adalah sah apabila dilakukan me.nurut hukum masing-masing 
agama dan ke.pe.rcayaannya itu. (2) Tiap-tiap pe.rkawinan dicatat me.nurut pe.raturan 
pe.rundang-undangan yang be.rlaku.  Pada Pasal 2 ayat (2) UU Pe.rkawinan me.ngatur 
me.nge.nai norma hukum pe.ncatatan pe.rkawinan, yang dimana suatu pe.rkawinan hanya sah 
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apabila dilakukan me.nurut hukum agama dan ke.pe.rcayaan masing masing pihak se.rta 
dicatatkan me.nurut ke.te.ntuan pe.raturan pe.rundang-undangan yang be.rlaku di indone.sia.  

De.ngan kata lain pe.rkawinan dianggap sah dan diakui se.cara hukum apabila dilakukan 
se.suai de.ngan agama dan ke.pe.rcayaan masing masing pasangan dan pe.ncatatan pe.rkawinan 
yang dilakukan ole.h instansi yang be.rwe.nang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang 
be.ragama Islam dan dicatatan sipil bagi nonmuslim. Pe.rkawinan yang tidak dicatat ole.h 
Pe.gawai Pe.ncatatan Nikah dianggap tidak sah ole.h ne.gara.. Te.ntunya ke.te.ntuan ini de.ngan 
je.las me.ngatur  bahwa pe.ncatatan pe.rkawinan adalah bagian yang sangat pe.nting dalam sah 
atau tidaknya suatu pe.rkawinan, kare.na de.ngan adanya pe.ncatatan te.rse.but, pe.rkawinan 
te.rse.but te.rcatatat dalam re.gistrasi re.smi yang dilakukan ole.h ne.gara. Te.ntunyade.ngan tidak 
adanya norma hukum atau pe.e.raturan me.nge.nai pe.ncatatan pe.rkawinan be.rbe.da agam di 
indone.sia te.rse.but me.munculkan pe.rde.batan atau ke.kosongan hukum de.ngan ke.nyataan 
bahwa kondisi masyrakat Indone.sia se.ndiri yang me.nganut be.rbagai macam agama yang 
diakui ole.h pe.me.rintah se.pe.rti agama Islam, Kriste.n Prote.stan, Katolik, Hindu Buddha, dan 
Konghucu, apakah bisa me.langsungkan pe.rkawinan de.ngan be.rbe.da ke.yakinan. Perbedaan 
agama tentunya berbeda juga cara pandangnya dalam menyikapi perkawinan beda agama. 
Mayoritas Agama di Indonesia melarang hal tersebut, namun agama khatolik dan Buddha 
berbeda pandangan dengan memperbolehkan perkawinan beda agama.  

Me.nge.nai pe.ncatatan pe.rkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 te.ntang Administrasi Ke.pe.ndudukan. Pe.ncatatan dapat dilakukan di Kantor Catatan 
Sipil bagi yang non muslim, dan bagi yang muslim pe.ncatatan pe.rkawinan dapat dilakukan di 
Kantor Urusan Agama. Namun dalam Pasal 35 huruf a UU te.rse.but be.rbunyi “Pe .rkawinan 
yang dite.tapkan ole.h Pe.ngadilan”. Ini be.rarti te.rdapat indikasi dipe.rbole.hkannya pe.rkawinan 
be.da agama ole.h UU Administrasi Ne.gara. Dalam hal ini apabila pe.rkawinan tidak be.rhasil 
dicatatkan di kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil, maka dapat me.ngajukan 
pe.rmohonan dan pe.ne.tapan ole.h Pe.ngadilan Ne.ge.rike.be.radaan Pasal 35 huruf (a) UU no.23 
Tahun 2006 te.ntang Administrasi Ke.pe.ndudukan (UU Adminduk) yang dilandasi spirit 
pe.me.nuhan hak administrasi warga tanpa praktik diskriminatif. 
 

Perkawinan Beda Agama Menurut HAM 
Ke.dudukan hak asasi manusia di Indone.sia me.njadi sangat pe.nting se.jak 

diamande.me.nkannya Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dike.tahui kare.na pe.raturan te.rkait 
hak asasi manusia se.makin me.luas. Di sisi lain te.rdapat Ke.te.tapan MPR Nomor 
XVII/MPR/1998 te.ntang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang 
prinsip dasarnya adalah hak-hak tole.ransi Indone.sia te.rhadap hak asasi manusia. Pe.rkawinan 
se.ndiri te.rtuang dalam  Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu se.bagai 
be.rikut: (1) Me.laui se.buah pe.rkawinan yang sah, maka se.tiap individu be.rhak untuk dapat 
me.ne.ruskan ke.turunan dan me.mbangun ke.luarga, (2) Se.bagaimana yang dite.tapkan dalam 
Undang-Undang bahwa suatu pe.rkawinan dapat dikatakan sah apabila pihak me.mpe.lai yang 
me.nghe.ndaki, artinya tanpa ada paksaan. Ayat pe.rtama be.risi te.ntang hak se.tiap warga 
te.ntang me.miliki ke.turunan dan me.mbangun ke.luarga dapat dipe.role.h de.ngan 
me.langsungkan pe.rkawinan yang sah. Ayat ke.dua be.risi te.ntang hak individu yang me.miliki 
ke.be.basan dalam me.laksanakan pe.rkawinan, artinya tanpa ada se.buah paksaan maupun 
te.kanan, hal ini me.rupakan bagian dari paraturan yang te.rcantum dalam Undang-Undang. 

Pe.ne.gakan HAM didunia ditandai de.ngan munculnya DUHAM atau De.klarasi Unive.rsal 
Hak Asasi Manusia. Namun, Duham PBB tidak me.ngikat se.cara hukum inte.rnasional kare.na 
hanya be.risi de.klarasi atau pe.ngakuan se.mata.be.rbe.da de.ngan, ICCPR atau singkatan dari 
Inte.rnational Cove.nant on Civil and Political Rights atau konve.nan inte.rnasional te.ntang hak 
sipil dan politik yang me.ngatur te.ntang be.be.rapa hak se.pe.rti hak ke.be.be.san be.rpikir, 
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be.ragam dan be.rskspre.si. ICPR adalah norma hukum me.ngikat kare.na se.buah pe.rjanjian 
inte.rnasional atau tre.aty. Indone.sia sudah me.ratifikasi ICCPR ke. dalam UU No. 12 Tahun 
2005 te.ntang Pe.nge.sahan Inte.rnational Cove.nant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
me.ngatur hak-hak individu te.rmasuk pe.rkawinan, yang be.rfokus pada aspe.k ke.be.basan dan 
pe.rlindungan hak asasi manusia. 

Ke.te.ntuan ICCPR berisi te.ntang pe.rlindungan te.rhadap ke.luarga yaitu Ne.gara harus 
me.lindungi ke.luarga se.bagai unit dasar dalam masyarakat. Pe.rse.tujuan be.bas dalam 
pe.rkawinan yaitu tidak bole.h ada paksaan dalam pe.rkawinan; se.tiap individu harus me.miliki 
ke.be.basan untuk me.milih pasangannya dan  pe.rlindungan ne.gara yaitu Ne.gara me.miliki 
ke.wajiban untuk me.lindungi hak individu te.rkait pe.rkawinan, te.rmasuk me.lalui pe.ngaturan 
hukum yang me.njamin ke.be.basan te.rse.but. De.ngan ke.te.ntuan ini, ICCPR me.ne.kankan 
pe.ntingnya ke.be.basan dalam me.milih pasangan hidup dan pe.rlindungan te.rhadap institusi 
ke.luarga. Ne.gara-ne.gara pihak ICCPR, te.rmasuk Indone.sia, diharapkan dapat me.mastikan 
bahwa undang-undang dome.stik me.re.ka me.nghormati dan me.laksanakan ke.te.ntuan te.rse.but 
dalam prakte.k. 
 

Reformasi Hukum Perkawinan Indonesia 
Hukum pe.rkawinan indone.sia yang mayoritas be.rsumbe.r dari hukum islam te.ntunya 

harus dilakukan pe.mbaruan hukum agar te.tap re.le.van de.ngan re.alitas ke.hidupan yang ada 
dimasyarakat. Pe.ninjauan ke.mbali me.rupakan salah satu langkah yang dapat dite.mpuh untuk 
pe.nye.suaian hukum te.rse.but. Judicial re.vie.w me.rupkan tanggung jawab MK dan me.miliki 
ke.kuatan hukum yang te.tap dan be.rsifat final te.rhadap putusannya. MK me.rupakan le.mbaga 
yang be.rwe.nang untuk me.nguji dan me.nye.suaikan Undang-undang de.ngan UUD 145 yang 
te.ntunya diharapkan dapat me.ngambil ke.putusan yang progre.sif dan se.suai de.ngan prnsip 
ke.hidupan mode.rn. Ke.we.nangan MK untuk me.lakukan Judicial re.vie.w me.mbe.rikan manfaat 
praktis te.rhadap masyarakat yang me.rasa dirugikan te.rhadap Undang-Undang. Te.rkhusus 
te.rhadap UU Pe.rkawinan te.rdapat tujuh putusan mahkamah konstitusi yang me.mbawa 
pe.rubahan me.ndasar dalam hukum pe.rkawinan. 

Pe.rtama, Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 te.ntang ke.te.ntuan poligami, Ke.dua, Putusan 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 te.ntang anak yang dilahirkan diluar pe.rnikahan, Ke.tiga, Putusan 
Nomor 38/PUU-IX/2011 te.ntang pe.rse.lisihan dan pe.rte.ngkaran se.bagai alasan pe.rce.raian, 
Ke.e.mpat, Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 te.ntang usia pe.rkawinan, Ke.lima, Putusan 
Nomor 68/PUU-XII/2014 te.ntang pe.rkawinan be.da agama, Ke.e.nam, Putusan Nomor 69/PUU-
XII/2015 te.ntang te.ntang pe.rjanjian pe.rkawinan. Ke.tujuh, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017  
te.ntang batas minimal usia pe.rkawinan bagi pe.re.mpuan. De.ngan adanya Re.formasi hukum 
pe.rkawinan Indone.sia me.lalui putusan Mahkamah Konstitusi, te.ntunya me.mbawa dampak 
baik dalam me.nge.mbangkan dan me.mpe.rbarui ke.te.ntuan UU Pe.rkawinan agar masih re.le.van 
de.ngan ke.adaan sosial di masyarakat se.rta pe.rke.mbangan zaman. Re.formasi UU Pe.rkawinan 
Indone.sia de.ngan topik topik yang sudah dije.laskan se.be.lumnya me.nunjukan upaya 
Mahkamah Konstitusi dalam pe.nye.imbangan prinsip agama, hak asasi manusia dan juga 
ke.adilan sosial masyarakat Indone.sia . Re.formasi ini juga me.nunjukkan pe.nye.suaian hukum 
yang adaptif te.rhadap ke.butuhan individu dan re.alitas sosial tanpa me.ngabaikan prinsip 
ke.adilan (Rosa, 2024). 
 
Administrasi Keadilan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Setelah Keluarnya SEMA 
Nomor 2 Tahun 2023 

Mahkamah Agung dalam SE.MA Nomor 2 Tahun 2023 me.ne.tapkan untuk me.mbe.rikan 
larangan ke.pada hakim dalam pe.ngadilan untuk me.ngabulkan pe.rmohonan pe.rkawinan be.da 
agama, ke.putusan MA te.rse.but te.ntunya dilatarbe.lakangi juga ole.h be.be.rapa pihak yang 
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me.nyoroti pe.rkawinan be.da agama yang dikabulkan pe.ncatatannya ole.h pe.ngadilan ne.ge.ri. 
Alasan larangan pe.rkawinan be.da agama te.rse.but be.rbanding lurus de.ngan adanya larangan 
pe.rkawinan be.da agama ole.h agama agama yang ada di Indone.sia. Fakta bahwa UU 
Pe.rkawinan tidak me.ngatur se.cara je.las me.nge.nai pe.rkawinan be.da agama dan Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 te.ntang Administrasi Ke.pe.ndudukan te.patnya pada pasal 34 
yang me.ngatur pe.ncatatan pe.rkawinan me.mbuka pe.luang untuk pe.rkawinan be.da agama 
juga me.njadi faktor pe.ndukung SE.MA ini dibe.ntuk. Banyak pihak yang pro dan kontra de.ngan 
pe.nge.sahan dan pe.ne.rapan SE.MA No 2 Tshun 2023 (Gonadi & Djajaputra, 2023). Se.te.lah 
ke.luarnya SE.MA te.rse.but diharapkan me.njadi pe.doman yang kuat dalam me.mbantu hakim 
me.ngambil langkah te.gas me.ngadili pe.rmohonan pe.ncatatan pe.rkawinan be.da agama di 
pe.ngadilan. SE.MA ini juga diharapkan me.njadi dasar hukum yang digunakan untuk 
me.mbe.rikan kore.ksi ke.pada pe.rilaku se.rta pe.mahaman hukum bagi se.bagian hakim. 

Mahkamah Agung se.bagai otoritas te.rtinggi dalam siste.m yudisial di Indone.sia te.ntunya 
be.rusaha se.maksimal mungkin untuk me.nciptakan hukum yang adil dan je.las, salah satunya 
de.ngan me.nge.luarkan SE.MA Nomor 2 Tahun 2023 yang me.njadi pe.doman ke.pada para 
hakim agar me.nolak pe.rmohonan pe.ncatatan pe.rkawinan be.da agama. Pe.raturan in te.ntunya 
me.me.rlukan pe.ne.lahaan me.lalui pe.rspe.ktif ke.pastian hukum, pe.nde.katan ini se.suai de.ngan 
pandangan Lon Fulle.r me.nge.nai asas asas ke.pastian hukum, yang me.njadi kunci dalam siste.m 
hukum yang adil dan juga stabil dalam pe.ne.rapannya. Dalam hie.rarki pe.raturan pe.rundang-
undangan, SE.MA tidak dije.laskan me.nge.nai ke.dudukan hukumnya, namun pada Pasal 79 UU 
MA me.nje.laskan te.ntang pe.ntingnya SE.MA untuk me.ngatur aspe.k aspe.k yang be.lum 
me.ncakupi dalam pe.raturan pe.raturan UU MA untuk me.mastikan ke.lancaran prose.s 
pe.radilan. Pasal 79 itu me.njadi landasan hukum bagi pe.ne.rapan SE.MA dalam pe.nye.le.saian 
kasus yang tidak me.miliki ke.te.ntuan yang re.le.van dalam pe.raturan pe.rundang-undangan di 
Indone.sia.  

Untuk me.nganalisis aturan SE.MA No. 2 Tahun 2023 haruslah me.mpe.rtimbangkan 
bagaimana fakta dan re.alitas sosial yang te.rjadi te.rkait pe.rkawinan be.da agama. Se.cara 
hukum, se.bagian be.sar agama di Indone.sia me.larang pe.rkawinan be.da agama, ke.cuali 
khatolik dan Buddha. Jika dilihat dari re.alita yang ada me.skipun me.masuki e.ra mode.rn 
de.ngan ke.be.basan yang ada, masyarakat Indone.sia ce.nde.rung me.lakukan pe.rkawinan 
de.ngan satu agama dikare.nakan adanya te.kanan sosial dan juga ke.mungkinan pe.mbatasan 
hak ke.be.basan me.milih pasangan yang dibatasi ole.h ne.gara. Adanya pe.ne.rapan dan 
pe.laksanaan hukum yang baik te.ntunya me.mbe.rikan ke.pastian hukum  bagi se.mua yang 
te.rlibat dalam konte.ks pe.rnikahan be.da agama. De.ngan adanya SE.MA No. 2 Tahun 2023 
te.tunya me.nciptkan pe.raturan baru yang be.rte.ntangan de.ngan UU Adminduk. SE.MA pada 
dasarnya dapat me.muat pe.raturan baru yang be.rtujuan agar me.ngisi ke.kosongan hukum. 
SE.MA No 2 Tahun 2023 me.nunjukkan ke.tidakse.suaian de.ngan asas asas hukum positif. 
Aturan yang te.rdapat dalam SE.MA hanya me.rupakan surat e.daran yang be.rlaku dalam 
inte.rnal pe.ngadilan bukan be.rbe.ntuk undang undang formal, yang nantinya be.rpote.nsi 
me.ngganggu ke.pastian hukum yang ada. Adanya ke.mungkinan pe.rubahan aturan yang 
me.ngikat se.cara hukum de.ngan mudah me.lalui pe.nge.luaran surat e.daran dapat 
me.nghasilkan ke.tidakpastian hukum yang me.ningkatkan re.siko ke.tidakje.lasan dalam 
pe.laksanaan hukum (Fe.ne.cia e.t al., 2024). Me.skipun SE.MA me.mbe.rikan ke.je.lasan tambahan 
te.rhadap Undang-Undang Pe.rkawinan yang dianggap kurang je.las, SE.MA ini juga pe.rlu 
dipe.rtimbangkan bahwa dalam konte.ks ke.pastian hukum, masih pe.rlu adanya kore.ksi dan 
pe.rbaikan te.rhadap SE.MA te.rse.but guna me.ncapai ke.pastian hukum yang optimal. 
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Pembahasan 
Analisis Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No 
1 Tahun 174 tentang Perkawinan 

Be.ragamnya agama yang ada di Indone.sia, be.ragam pula cara pandangnya te.rhadap 
be.rbagai hal te.rmasuk me.nge.nai pe.rkawinan be.da agama. Mayoritas agama di Indone.sia 
tidak me.ngizinkan atau Be.rdasarkan hasil pe.ne.litian yang te.lah dilakukan, pe.ne.liti 
me.ne.mukan bahwasannya didalam UU Pe.rkawinan tidak me.ngatur se.cara je.las dan 
te.rpe.rinci me.nge.nai pe.rkawinan antara pasangan yang be.rbe.da agama, te.ntunya hal te.rse.but 
dapat me.nimbulkan  ke.kosongan hukum, kare.na Indone.sia se.ndiri me.rupakan ne.gara yang 
maje.muk de.ngan be.rbagai agama yang diakui di Indone.sia dan te.ntunya te.rdapat 
ke.mungkinan te.rjadinya pe.rkawinan be.da agama antar masyarakat di indone.sia. Undang 
undang pe.rkawinan hanya me.nyatakan bahwa pe.rkawinan yang sah apabila dilakukan se.suai 
de.ngan hukum masing masing agama dan ke.pe.rcayaanya, dan harus dicatatkan se.suai de.ngan 
undang undang yang be.rlaku. Mayoritas agama me.larang pe.rkawinan be.da agama, namun 
ada juga yang me.mbe.rikan ke.se.mpatan untuk me.langsungkan pe.rnikahan be.da agama yaitu 
agama khatolik yang dimana dalam agama khatolik pe.ncatatan pe.rkawinan be.da agama bisa 
dilakukan apabila pihak yang bukan khatolik be.rjanji untuk me.laksanakan pe.rkawinan se.cara 
khatolik dan me.ngikuti aturan yang ada dalam ge.re.ja te.rse.but. 

Hal te.rse.but te.ntu me.nunjukkan bahwa pe.rbe.daann pandangan se.tiap agama dalam 
me.nyikapi pe.rkawinan be.da agama,  namun dan Undang Undang pe.rkawinan hanya 
me.nje.laskan bahwa pe.rkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing masing. 
Dalam UU Pe.rkawinan juga tidak me.muat suatu aturan te.ntang pe.rbe.daan antara calon suami 
dan calon istri me.rupakan suatu larangan pe.rkawinan. Hal ini se.jalan de.ngan  Undang-
Undang Dasar Re.publik Indone.sia yang me.nyatakan, bahwa se.tiap warga ne.gara be.rsamaan 
ke.dudukannya dalam hukum, te.rcakup didalamnya ke.samaan hak asasi untuk kawin de.ngan 
se.sama warga ne.gara se.kalipun be.rlainan agama dan se.lama undang undang tidak ada yang 
me.larang, pe.rkawinan be.da agama. Tidak sampai disitu, Undang Undang nomor 23 tahun 
2006 te.ntang administrasi ke.pe.ndudukan juga me.ngatur te.ntang pe.rkawinan be.da agama di 
Indone.sia. Undang undang administrasi ke.pe.ndudukan me.mbuka pe.luang atas pe.ncatatan 
pe.rkawinan be.da agama yang di sah kan ole.h pe.ngadilan. Be.rdasarkan hal te.rse.but, te.ntunya 
me.nimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli hukum te.ntang praktik be.da agama di 
Indone.sia , me.nyangkut pe.raturan pe.rkawinan be.da agama dalam UU Pe.rkawinan yang 
be.lum je.las dan te.gas, maka se.baiknya Undang-Undang Pe.rkawinan te.rse.but diadakan 
pe.nye.mpurnaan atau re.visi te.rutama yang be.rhubungan de.ngan ke.absahan suatu 
pe.rkawinan. Ole.h kare.na itu, se.baiknya pasal pasal yang me.ngatur te.ntang pe.rkawinan be.da 
agama di UU Pe.rkawinan dirumuskan se.cara je.las dan te.gas, se.hingga tidak me.nimbulkan 
pe.rde.batan. 
 

Analisis Administrasi Keadilan Perkawinan Beda Agama di Indonesia setelah 
keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 

Be.rdasarkan hasil pe.ne.litian yang te.lah dilakukan, se.lanjutnya pe.nulis me.mbahas 
bahwa SE.MA Nomor 2 tahun 2023 dianggap tidak adil dikare.nakan be.be.rapa aspe.k yang 
me.ndukung hal te.rse.but se.pe.rti  pe.ngaturan pe.ncatatan pe.rkawinan be.da agama, tujuan 
me.ngapa SE.MA itu dibe.ntuk, ke.pastian hukum, posisi SE.MA, Pe.rkawinan Be.da Agama 
Me.nurut pandangan HAM, Uji Mate.ril UU Pe.rkawinan dan Putusan pe.ngadilan te.ntang kasus 
pe.rkawinan be.da agama se.rta te.ori ke.adilan. SE.MA NO 2 Tahun 2023 yang awalnya dibe.ntuk 
untuk me.mpe.rje.las hukum pe.ncatatan pe.rkawinan be.da agama di Indone.sia. Pada pe.raturan 
Undang Undang pe.rkawinan tidak te.rtulis larangan, hanya me.nje.laskan te.ntang sah atau 
tidaknya suatu pe.rnikahan apabila dilakukan de.ngan agamanya masing masing. SE.MA 
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te.rse.but te.ntu Me.ngabaikan posisi agama khatolik dan budha yang me.mpe.rbole.hkan 
pe.rkawinan be.rbe.da ke.yakinan de.ngan me.mbuat larangan bagi hakim untuk me.ngabulkan 
pe.rmohonan pe.ncatan pe.rnikahan be.da agama. SE.MA No 2 Tahun 2023 juga be.rse.brangan 
de.ngan UU administrasi ke.pe.ndudukan, yang dimana pada Undang Undang administrasi 
ke.pe.ndudukan me.mbuka pe.luang pe.ncatatan pe.rkawinan be.da agama yang dilakukan di 
pe.ngadilan dan te.ntunya UU ini akan be.rjalan dikare.nakan de.ngan adanya SE.MA te.rse.but 
maka pe.rkawinan be.rbe.da ke.yakinan tidak akan me.ndapatkan pe.rse.tujuan pe.ncatatan di 
pe.ngadilan. Posisi SE.MA juga tidak me.miliki ke.kuatan hukum yang sama de.ngan undang-
undang atau pe.raturan pe.me.rintah, namun hanya pe.doman bagi hakim dalam me.njalankan 
tugasnya dipe.ngadilan se.pe.rti me.mbe.rikan pe.doman pe.laksanaan hukum, klarifikasi 
ke.te.ntuan hukum yang be.lum je.las dan me.mbe.rikan pe.nje.lasan yurisrude.nsi.   

ICCPR se.bagai konve.nan pe.rjanjian inte.rnasional yang te.lah diratifikasi ke.dalam 
Undang-Undang No 12 Tahun 2005 me.ne.kankan Pe.rse.tujuan be.bas dalam pe.rkawinan yaitu 
tidak bole.h ada paksaan dalam pe.rkawinan; se.tiap individu harus me.miliki ke.be.basan untuk 
me.milih pasangannya dan  pe.rlindungan ne.gara yaitu Ne.gara me.miliki ke.wajiban untuk 
me.lindungi hak individu te.rkait pe.rkawinan, te.rmasuk me.lalui pe.ngaturan hukum yang 
me.njamin ke.be.basan te.rse.but. De.ngan ke.te.ntuan ini, ICCPR me.ne.kankan pe.ntingnya 
ke.be.basan dalam me.milih pasangan hidup dan pe.rlindungan te.rhadap institusi ke.luarga. 
Ne.gara-ne.gara pihak ICCPR, te.rmasuk Indone.sia, diharapkan dapat me.mastikan bahwa 
undang-undang dome.stik me.re.ka me.nghormati dan me.laksanakan ke.te.ntuan te.rse.but dalam 
prakte.k. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA tidak dijelaskan mengenai 
kedudukan hukumnya, namun pada Pasal 79 UU MA menjelaskan tentang pentingnya SEMA 
untuk mengatur aspek aspek yang belum mencakupi dalam peraturan peraturan UU MA 
untuk memastikan kelancaran proses peradilan. SEMA dibentuk dikarenakan adanya 
kekosongan hukum, Pada pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim 
agar tidak menolak suatu perkara hanya karena belum adanya hukum yang mengatur. SEMA 
juga tidak memenuhi syarat untk dianggap menjadi peraturan perundang-undangan sesuai 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perunang-undangan. SEMA 
Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kejelasan tambahan terhadap Undang-Undang 
Perkawinan yang dianggap kurang jelas. Namun SEMA Nomor 2 Tahun 2023  ini juga perlu 
dipertimbangkan bahwa dalam konteks kepastian hukum, masih perlu adanya koreksi dan 
perbaikan terhadap SEMA tersebut guna mencapai kepastian hukum yang optimal. 

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai salah satu bagian sistem hukum Indonesia haruslah 
bersifat adil guna memastikan setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan diperlakukan 
secara adil dan setara. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai petunjuk administratif juga harus 
berdasarkan prinsip keadilan dikarenakan SEMA sejatinya bertujuan untuk membantu 
mengatur bagaimana proses peradilan dilakukan dengan tepat, menghindari ketidakpastian 
hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak hak para pihak. Hal tersebut penting 
agar pengadian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi bagaimana proses hukum dijalankan 
secara adil dan transparan. Jika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat memastikan bahwa semua 
pihak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses administrasi, tanpa ada diskriminasi 
atau penyalahgunaan wewenang, maka SEMA ini dapat dikatakan adil. Namun dalam 
kenyataannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai tidak adil karena Indonesia yang 
merupakan  negara dengan keberagaman identitas warga negara termasuk agama dengan 
kebhinekaan dan pancasila, seharusnya semakin mendorong penyelenggaraan hukum yang 
dapat memenuhi dan menghormati warga negara yang beragam tersebut. SEMA Nomor 2 
Tahun 2023 merupakan instrumen penyeragaman putusan pengadilan seharusnya hanya 
bersifat internal di pengadilan dan mengenai adminstrasi peradilan, bukan merupakan 
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instrumen untuk mengekang kebebasan hakim dalam melakukan pembuktian, penafsiran 
dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk 
mencatat perkawinan warga negara dan memberikan keadilan dalam pelayanan administrasi 
bukan memberikan pembatasan dalam perkawinan antar warga negara.  
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengenai administrasi keadilan 
perkawinan beda agama di Indonesia (Analisis yuridis SEMA No2 Tahun 2023) dapat 
disimpulkan beberapa hal penting yaitu: Pe.ngaturan pe.ncatatan pe.rkawinan be.da agama 
me.nurut UU Pe.rkawinan me.ngatur bahwa pe.rkawinan yang sah apabila dilakukan se.suai 
de.ngan hukum masing masing agama dan ke.pe.rcayaanya, dan harus dicatatkan se.suai de.ngan 
undang undang yang be.rlaku yaitu se.suai de.ngan Pasal 2 ayat (1) UU Pe.rkawinan, yaitu 
“Pe.rkawinan adalah sah apabila dilakukan me.nurut agama dan ke.pe.rcayaannya masing-
masing.” Ke.te.ntuan dari Pasal 2 ayat (1) UU Pe.rkawinan te.lah me.mbe.rikan se.pe.nuhnya 
ke.se.mpatan ke.pada hukum agama masing masing dari pihak yang ingin me.langsungkan 
pe.rkawinan te.rse.but apakah pe.rkawinan te.rse.but sah atau tidak untuk dilaksanakan. Pada 
Pasal 2 ayat (2) UU Pe.rkawinan me.nyatakan bahwa “Tiap-tiap pe.rkawinan dicatat me.nurut 
pe.raturan pe.rundang-undangan yang be.rlaku”. Pasal 2 ayat (2) te.rse.but hanya me.rupakan 
ke.wajiban formil atau administratif yang be.rtujuan untuk me.mbe.rikan ke.te.rtiban hukum, 
ke.pastian hukum dan pe.rlindungan hukum bagi pe.rkawinan itu se.ndiri. Namun  UU 
Pe.rkawinan tidak me.ngatur se.cara je.las dan te.rpe.rinci me.nge.nai pe.rkawinan antara 
pasangan yang be.rbe.da agama. Dalam UU Pe.rkawinan juga tidak me.muat suatu aturan 
te.ntang pe.rbe.daan antara calon suami dan calon istri me.rupakan suatu larangan pe.rkawinan. 
Se.baiknya Undang-Undang Pe.rkawinan te.rse.but diadakan pe.nye.mpurnaan atau re.visi 
te.rutama yang be.rhubungan de.ngan ke.absahan suatu pe.rkawinan. Ole.h kare.na itu, se.baiknya 
pasal pasal yang me.ngatur te.ntang pe.rkawinan be.da agama di dalam UU Pe.rkawinan 
dirumuskan se.cara je.las dan te.gas, agar me.mbe.rikan ke.manfaatan, ke.pastian dan ke.adilan 
hukum bagi ke.dua pihak. 

Pe.ncatatan pe.rkawinan be.da agama dalam tinjauan administrasi ke.adilan me.nurut 
SE.MA No. 2 Tahun 2023 yaitu SE.MA Nomor 2 tahun 2023 dianggap tidak adil dikare.nakan 
be.be.rapa aspe.k yang me.ndukung hal te.rse.but se.pe.rti  pe.ngaturan pe.ncatatan pe.rkawinan 
be.da agama, tujuan me.ngapa SE.MA itu dibe.ntuk, ke.pastian hukum, posisi SE.MA, Pe.rkawinan 
Be.da Agama Me.nurut pandangan HAM, Uji Mate.ril UU Pe.rkawinan dan Putusan pe.ngadilan 
te.ntang kasus pe.rkawinan be.da agama se.rta te.ori ke.adilan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 
dinilai tidak adil karena Indonesia yang merupakan  negara dengan keberagaman identitas 
warga negara termasuk agama dengan kebhinekaan dan pancasila, seharusnya semakin 
mendorong penyelenggaraan hukum yang dapat memenuhi dan menghormati warga negara 
yang beragam tersebut. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan instrumen penyeragaman 
putusan pengadilan seharusnya hanya bersifat internal di pengadilan dan mengenai 
adminstrasi peradilan, bukan merupakan instrumen untuk mengekang kebebasan hakim 
dalam melakukan pembuktian, penafsiran dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya. 
Negara juga memiliki kewajiban untuk mencatat perkawinan warga negara dan memberikan 
keadilan dalam pelayanan administrasi bukan memberikan pembatasan dalam perkawinan 
antar warga negara.  
 
Saran 

Adapun saran yang dibe.rikan pe.nulis te.rkait Administrasi Ke.adilan Pe.rkawinan Be.da 
Agama di Indone.sia yaitu: 
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1. Surat e.daran pe.rlu dikaji ulang untuk me.mastikan bahwa pe.ne.rapannya tidak me.rugikan 
pihak yang le.bih le.mah atau tidak me.miliki akse.s hukum yang me.madai, dan Surat e.daran 
se.baiknya me.libatkan konsultasi le.bih luas de.ngan para praktisi hukum, akade.misi, dan 
pe.mangku ke.pe.ntingan lain se.be.lum dite.rbitkan. 

2. Me.mbe.rikan ruang bagi masyarakat untuk me.mbe.rikan masukan te.rhadap surat e.daran, 
te.rutama dalam hal-hal yang dapat me.mpe.ngaruhi hak dasar me.re.ka. Mahkamah Agung 
se.baiknya me.lakukan e.valuasi be.rkala te.rhadap dampak dari surat e.daran te.rhadap akse.s 
ke.adilan, te.rutama bagi ke.lompok yang re.ntan 

3. Surat e.daran yang dite.rbitkan harus se.lalu me.ngacu pada standar HAM dan prinsip 
ke.adilan yang le.bih unive.rsal, se.bagaimana diatur dalam konstitusi dan hukum 
inte.rnasional. Surat e.daran yang dite.rbitkan ole.h MA se.baiknya se.lalu se.laras de.ngan 
pe.raturan pe.rundang-undangan yang le.bih tinggi, te.rmasuk undang-undang dan putusan 
Mahkamah Konstitusi. 

4. Pe.rlu me.re.visi atau me.ngubah UU Pe.rkawinan de.ngan me.nambahkan pe.raturan te.ntang 
pe.rkawinan pasangan yang be.rbe.da ke.yakinan agar tidak me.nimbulkan pro dan kontra di 
kalangan publik. 
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